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ABSTRAK  

  

 Implementasi hak eigendom verponding dalam pendaftaran tanah berdasarkan 

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 adalah isu krusial yang 

berhubungan dengan konversi hak atas tanah yang berstatus eigendom verponding 

menjadi hak milik yang diakui oleh hukum Indonesia. Hak eigendom verponding, 

yang merupakan hak milik atas tanah yang berasal dari hukum kolonial Belanda, 

pada masa pasca-kemerdekaan Indonesia dalam UUPA dianggap tidak sesuai 

dengan prinsip dasar agraria yang lebih menekankan pada kemakmuran rakyat dan 
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keadilan sosial. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis karena tanah tersebut tidak 

tercatat secara sah dalam sistem pendaftaran tanah nasional. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: pertama, Bagaimana implementasi pendaftaran 

kepemilikan Eigendom Verponding menurut UUPA. Kedua, Bagaimana status 

hukum tanah eigendom verponding yang tidak mengajukan pendaftaran sesuai 

dengan peraturan UUPA.  

 Penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian normative pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) diantaranya Undang-Undang Pokok 

Agraria, Peraturan Pemerintah dan Permen ATR/kepala BPN yang akan ditelaah 

peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait yang sedang dibahas 

(diteliti). Selain itu menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach) 

seperti Eigendom Verponding, pendaftaran tanah yang pada dasarnya penelitian ini 

adanya pandangan dan doktrin yang diterapkan dalam ilmu hukum seiring 

perkembangan.   

 Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa yang pertama implementasi 

pendaftaran kepemilikan eigendom verponding menurut UUPA ditegaskan dalam 

Bagian kedua ketentuan konversi Romawi I yang menyatakan bahwa hak-hak atas 

tanah yang berasal dari hukum kolonial, seperti eigendom, harus dikonversi menjadi 

hak milik sesuai sistem hukum agraria nasional. Namun untuk memperoleh 

pengakuan dan perlindungan hukum yang penuh, hak tersebut harus didaftarkan 

secara resmi sesuai PP Nomor 18 Tahun 2021. Yang kedua, Status hukum tanah 

eigendom verponding yang tidak dikonversi sesuai UUPA 1960 menjadi tidak jelas 

dan kehilangan kepastian hukum. Tanpa konversi, tanah tersebut tidak diakui 

sebagai hak milik dan berisiko dianggap sebagai tanah negara, terutama jika tidak 

dimanfaatkan sesuai asas fungsi sosial.  

 Berdasarkan penelitian tersebut, penulis memberikan saran untuk meningkatkan 

implementasi hak eigendom verponding dapat dilakukan dengan memperkuat 

sistem pendaftaran tanah, yang meliputi peningkatan pemahaman masyarakat 

tentang pentingnya pendaftaran tanah dan pemanfaatan teknologi untuk 

mempermudah akses serta meningkatkan efisiensi pendaftaran tanah. diharapkan 

implementasi hak eigendom verponding yang lebih baik dapat menciptakan 

kepastian hukum yang lebih kuat bagi pemilik tanah dan mengurangi potensi 

sengketa yang akan muncul.   
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2. Saran untuk Badan Petahanan Nasional: perlu lebih intensif dalam 

melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai 

pentingnya konversi hak eigendom dan pendaftaran tanah. Selain itu, 

mempermudah proses konversi hak eigendom seperti mempercepat 

pelayanan pendaftaran, memberikan paduan yang jelas dan 

menyederhanakan birokrasi. Dalam langkah ini, diharapkan 

masyarakat dapat segera menyelesaikan konversi hak eigendom dan 

BPN dapat mendukung kelancaran serta efisiensi proses tersebut 
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